WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

ZLANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir dan dibahas Wali Kota bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan

bersama,;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimuat
dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 903/1644-V/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bontang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan



Mengingat :

i

Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



10.

11.

12

13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2020 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Bontang Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:

a.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

Laporan Operasional (LO};

Laporan Perukahan Ekuitas (LPE);

neraca;

Laporan Arus Xas (LAK); dan

catatan atas :aporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.



Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 1.206.837.015.293,47
b. Belanja Rp 1.360.004.880.879,28
c. Transfer Rp 0,00
Defisit Rp (153.167.865.585,81)

d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 262.626.959.209,94
- Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 262.626.959.209,94
e. SILPA Rp 109.459.093.624,13

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp80.251.358.634,53 dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran pendapatan Rp 1.287.088.373.928,00
2) Realisasi pendapatan Rp 1.206.837.015.293,47
Selisih Kurang Rp 80.251.358.634,53
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp189.710.452.258,72 dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran belanja Rp 1.549.715.333.138,00
2) Realisasi belanja Rp 1.360.004.880.879,28
Selisih kurang Rp 189.710.452.258,72

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1) Anggaran transfer Rp 0,00
2) Realisasi transfer Rp 0,00
Selisih kurang Rp 0,00



d. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp109.459.093.624,19

dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran defisit Rp (262.626.959.210,00)
2) Realisasi Rp (153.167.865.585,81)
Selisih lebih (kurang) Rp 109.459.093.624,19

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp(0,06) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 262.626.959.210,00
2) Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 262.626.959.209,94
Selisih lebih (kurang) Rp (0,06)

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00
2) Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 0,00
Selisih lebih (kurang) Rp 0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0,06)

dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan netto Rp 262.626.959.210,00
2) Realisasi pembiayaan netto Rp 262.626.959.209,94
Selisih lebih (kurang) Rp (0,06)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih (Awal) Rp 262.626.959.210,64
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp (262.626.959.210,64)

Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 109.459.093.624,83
Anggaran (SILPA/SIKPA)
Sub Total Rp 109.459.093.624,83
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp (0,70)
Sebelumnya
e. Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 109.459.093.624,13



Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai

berikut:
a. Pendapatan LO Rp
b. Beban LO Rp
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasi Rp
d. Defisit dari Pos Luar Biasa Rp
e. Defisit LO Rp

Pasal 6

1.274.602.849.753,12
1.446.287.204.233,31
8.574.449.656,44
9.222.617.977,00
189.481.422.113,63

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
a.
b.

C.

4.858.690.037.225,08
189.481.422.113,63

0,00

0,00
3.715.886.152,40
4.665.492.728.959,05

Ekuitas Awal Rp
Defisit-LO Rp
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar:
- Koreksi Nilai Persediaan Rp
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp
- Koreksi Ekuitas Lainnya Rp
Ekuitas Akhir Rp
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021

sebagai berikut:

a.
b.

C.

Jumlah Aset Rp

Jumlah Kewsgjiban Rp

Jumlah Ekuitas Dana Rp
Pasal 8

4.699.630.738.534,05
34.138.009.575,00
4.665.492.728.959,05

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a
b.

a o

Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021 Rp
Koreksi Saldo Awal Kas Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp

Pendanaan

262.626.959.210,64
(0,70)
64.254.951.833,19
(217.422.817.419,00)
0,00



Arus Kas

Bersih

dari Aktivitas Rp 0,00

Transitoris (Non Anggaran)

Saldo Kas Akhir di BUD, BLUD, BOS Rp

109.459.093.624,13

dan Kapitasi per 31 Desember Tahun

2021

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g

Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif atas akun

laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam:

a.

=3

& o
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[us

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran IX

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang  diklasifikasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

menurut  kelompok  jenis
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan subkegiatan;

Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Eselon dan Non Eselon;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi

Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;
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=

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIIZ
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

. Lampiran XXI

Lampiran XXI.1

Lampiran XXI.2

Lampiran XXI.3

Lampiran XXI1.4 :

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan
sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan terdiri atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha
Milik Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah;

Rekapitulasi Realisasi Belanja terdiri atas:
Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Daftar Jumlah Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan

Eselon dan Non Eselon,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Wali

Kota

menetapkan Peraturan

Pasal 11

Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 12 Agustus 2022
WALI KOTA BONTANG,

BASRINRASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 12 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

25,

g—

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR (64.74/1/25/1/2022)
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